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ABSTRACT

The Land Certificate is a strong proof of land ownership in Indonesia for
both individuals and legal entities. According to Government Regulation No. 24 of
1997, any legal action related to the issuance or transfer of land rights will be
invalid if not registered at the Land Olffice, a unit of the Ministry of Agrarian Affairs
and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). The Land Certificate
includes the registered land's history and all necessary information for the
completeness of land ownership data. In accordance with ATR/BPN Ministry
Regulation No. 3 of 2023 on the Issuance of Electronic Documents in Land
Registration Activities, the ATR/BPN Ministry has started implementing electronic
land registration, beginning with the conversion of Land Books to BT-el and
Measurement Letters to SU-el, and initiating electronic land registration services.
However, there are still public concerns regarding the security of electronic
certificates. Given the increasing incidents of data breaches, a secure mechanism
is required to ensure the integrity of electronic certificates. Blockchain technology,
with its strong encryption and immutability, is proposed as a solution to enhance
data security, transparency, and efficiency in land administration. Using a
systematic literature review method, this study aims to explore the potential of
Blockchain implementation to manage secure land documents and identify the risks

and challenges in its implementation.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan alat bukti yang kuat terhadap
kepemilikan tanah di Indonesia baik perorangan maupun badan-badan
hukum. Berdasar Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 bahwa seluruh
perbuatan hukum yang menyangkut penerbitan maupun peralihan hak atas
tanah akan menjadi tidak sah jika tidak dilakukan pendaftaran di Kantor
Pertanahan sebagai unit kerja Kementerian ATR/BPN di daerah. Sertipikat
hak atas tanah memuat riwayat tanah yang telah didaftarkan serta segala
bentuk informasi yang dibutuhkan untuk kelengkapan data kepemilikan
tanah tersebut.

Sesuai Permen ATR/Ka BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan
Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, Kementerian
ATR/BPN saat ini mulai memberlakukan pendaftaran tanah dengan sistem
elektronik, dimulai secara bertahap melakukan alih media dari Buku Tanah
menjadi BT-el dan Surat Ukur menjadi SU-el, selanjutnya untuk kantor
pertanahan yang sudah siap elektronik akan melakukan kegiatan
pendaftaran tanah secara elektronik. Permen ini juga diterbitkan supaya
kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN
bisa lebih efisien dan efektif, sehingga bisa mengurangi permasalahan yang
ada di masyarakat mengenai pertanahan.

Keraguan masyarakat terutama terhadap keamanan data dari
sertipikat-el yang akan diterbitkan secara elektronik, karena selama
perkembangan teknologi ini walaupun data yang ada sudah dibekali dengan
keamanan yang sangat tinggi tetapi masih tetap bisa di bobol oleh para
peretas, hal tersebut memang merupakan masalah yang mendesak dan
memang harus ada jalan keluar supaya data sertipikat-el bisa dijamin aman
dan masih sesuai dengan kaidahnya sebagai bukti dari kepemilikan tanah

yang sifatnya kuat dihadapan hukum yang berlaku (Nasution, 2023).



Berdasarkan penilaian yang dilakukan menggunakan toolkit Digital
Governance Readiness Assessment (DGRA), Kusmiarto (2021)
menemukan bahwa tingkat kesiapan layanan pertanahan elektronik masih
memerlukan peningkatan, terutama pada bagian inti yang berkaitan dengan
keamanan siber, privasi, dan ketahanan. Meskipun bagian tata kelola
menunjukkan skor yang cukup tinggi, tetapi bagian inti lainnya, yaitu
infrastruktur teknologi, legislasi dan regulasi, serta infrastruktur data,
strategi, dan tata kelola, berada pada tingkat menengah dan oleh karena itu
membutuhkan peningkatan. Peretasan data yang terjadi tidak hanya sebatas
data yang bocor, tetapi peretas juga dapat melakukan penggantian informasi
data sertipikat-el dan dapat melakukan penggandaan data sehingga
informasi data sertipikat-el bisa sangat mudah untuk dipalsukan. Oleh
karena itu, Kementerian ATR/BPN memerlukan suatu mekanisme untuk
mengetahui bahwa dokumen elektronik yang ada tidak diretas dan tidak
mengalami perubahan dari aslinya, sehingga masyarakat akan menjadi lebih
merasa aman, dan proses digitalisasi dokumen pertanahan bisa didukung
penuh oleh masyarakat.

Saat ini teknologi Blockchain telah menjadi topik pembicaraan
utama dalam konteks keamanan dokumen. Blockchain adalah sistem
terdistribusi yang aman dan tidak dapat dimanipulasi, yang menyimpan
catatan transaksi secara kriptografi. Secara singkat Blockchain terdiri dari
banyak server yang saling terhubung seperti rantai yang kemudian data yang
dimasukan ke dalam sistem akan diverifikasi oleh server lain dan semua
pengguna Blockchain dapat mengaksesnya dan bisa mengetahui jika ada
perubahan. Dalam pelaksanaanya Blockchain tidak hanya menerapkan
transparansi tetapi data yang telah dimasukan tidak mudah untuk
dimanipulasi dan digandakan sehingga keaslian data yang ada akan lebih
terjamin (Saugata dkk., 2020).

Teknologi Blockchain saat ini lebih dikenal karena penggunaannya

dalam dunia cryptocurrency. Namun, pengembangannya kini telah meluas



dan berpotensi merevolusi berbagai sektor. Beberapa contoh penerapan

teknologi Blockchain di luar mata uang digital, antara lain:

1. Bidang Kesehatan, sudah dilakukan di Amerika Serikat oleh
Massachusetts  Institute  of Technology (MIT), aplikasi yang
dikembangkan adalah MedRec yang merupakan protokol Blockchain
yang dirancang untuk meningkatkan manajemen rekam medis dan akses
data pasien. Dengan menggunakan Blockchain, MedRec memberikan
basis data yang aman dan terdistribusi untuk catatan keschatan,
memudahkan pasien untuk berbagi informasi medis mereka dengan
berbagai penyedia layanan kesehatan (Azaria dkk, 2016).

2. Bidang Pendidikan, sudah dilakukan di Jepang oleh Sony Global
Education (SGE) yang merupakan perusahaan yang menyediakan solusi
berbasis teknologi dan kreativitas bersama dengan perusahaan grup
Sony. SGE telah mengembangkan sistem berbasis Blockchain untuk
mengamankan dan berbagi catatan akademik. Ini memungkinkan
lembaga pendidikan untuk menyimpan dan mengelola catatan
pencapaian akademik secara aman, serta memudahkan verifikasi keaslian
catatan pendidikan (Akhtar dkk, 2022).

3. Identitas Digital, sudah dilakukan di Estonia, di negara ini identitas untuk
setiap warganya sudah diintegrasikan dengan Blockchain dengan nama
e-Estonia, Teknologi ini digunakan untuk mengamankan catatan sipil,
termasuk informasi tentang kelahiran, kematian, dan perkawinan, serta
untuk memfasilitasi layanan seperti e-voting dan e-health. (Martinson,
2019)

Di bidang Pertanahan sendiri Blockchain juga dapat dimanfaatkan
untuk mengamankan dokumen pertanahan elektronik, Dalam kegiatan
penerbitan dokumen pertanahan elektronik dalan kegiatan pendaftaran
tanah, penggunaan sistem Blockchain dapat memberikan sejumlah manfaat,
diantaranya (Nugraha dkk., 2022):

1. Blockchain dapat memberikan keamanan dokumen pertanahan yang

sudah elektronik. Setiap transaksi atau perubahan data akan terekam



dalam Blockchain dengan jelas, sehingga meminimalkan risiko

pemalsuan dan penggandaan dokumen pertanahan. Ini dapat membantu

mengatasi masalah ketidakpastian hukum dalam kepemilikan tanah.

2. Penggunaan Blockchain dapat meningkatkan transparansi dalam proses

peralihan hak atas tanah. Informasi yang tersimpan dalam Blockchain

dapat diakses oleh pihak yang sudah terdaftar di dalam sistem, sehingga

perubahan data dapat dilacak dan data peralihan sebelumnya juga masih

tercatat.

Beberapa negara juga telah memulai untuk mengintegrasikan

teknologi Blockchain ke dalam sistem pertanahan, untuk meningkatkan

transparansi, efisiensi, dan keamanan dalam administrasi tanah. Berikut

adalah beberapa contoh negara yang telah mengadopsi atau sedang

melakukan uji coba penerapan Blockchain di bidang pertanahan:

1.

Swedia: Lantmdteriet, lembaga pendaftaran tanah Swedia, telah
melakukan uji coba Blockchain untuk proses transaksi real estat.
Prosesnya melibatkan semua pihak dalam transaksi tanah, termasuk
pembeli, penjual, pemberi pinjaman, dan notaris, dengan tujuan
untuk mempermudah transfer hak milik tanah dan membuatnya lebih
transparan dan aman (McMurren dkk, 2018).

Georgia: Pada tahun 2016, Georgia bekerja sama dengan Bitfury
untuk memindahkan catatan hak milik tanah ke Blockchain. Sistem
ini memungkinkan pendaftaran properti dan validasi transaksi secara
cepat dan transparan, dengan memberikan bukti yang tidak dapat
dipalsukan tentang kepemilikan tanah (Lekashvili dkk, 2023).

Uni Emirat Arab (UEA): Di Dubai saat ini mulai mengambil langkah
untuk menjadi kota Blockchain pertama di dunia melalui Dubai
Blockchain Strategy. Inisiatif ini termasuk menggunakan Blockchain
untuk semua transaksi pemerintah, termasuk sistem pertanahan,
dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan keamanan serta

mengurangi birokrasi (Zainab, 2022).



Kementerian ATR/BPN telah memiliki Roadmap dalam
transformasi digital supaya kegiatan pendaftaran tanah secara elektronik
bisa berjalan dengan baik. Berikut Roadmap yang telah dan akan

dilaksanakan:

Roadmap Transformasi Digital Kementerian ATR/BPN

F i TN e

Hybrid 50 Full elektronik

+ Perbaikan *  Buku Tanah *  Sertipikat Blockchain
akuntabilitas elektronik elektronik * Smart Contract
aplikasi * Penyimpanan *  Akta elektronik + Monetisasi

+  Perbaikan block data +  Escrow + Digital Society
mekanisme validasi = Redefinisi bisnis

+ Penguatan Tata proses digital
Laksana dan Tata « Redisign sertipikat
Kelola

* Penguatan literasi
digital pelaksana

+ Peningkatan
kompleksitas ==
layanan

Gambar 1. Roadmap Transformasi Digital Kementerian ATR/BPN
Sumber: Pusdatin Kementerian ATR/BPN (2023)

Berdasarkan  Roadmap  Transformasi Digital Kementerian
ATR/BPN, pada tahun 2025 teknologi Blockchain akan diadopsi untuk
mengelola layanan pendaftaran tanah Indonesia, dengan syarat seluruh
dokumen pertanahan harus sudah berbentuk digital seluruhnya. Berdasarkan
latar belakang tersebut perlu dilakukan penelitian kesiapan Kementerian
ATR/BPN untuk mengaplikasikan teknologi Blockchain untuk mengelola
layanan pertanahan yang aman dan berstandar dunia serta bagaimana resiko

yang harus dimitigasi dalam memanfaatkan teknologi Blockchain ini.



B. Rumusan Masalah

Dalan kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia, peralihan dari

dokumen pertanahan fisik ke dokumen pertanahan elektronik, merupakan

langkah yang signifikan. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada

sejumlah tantangan terutama dalam keamanan dokumen tersebut. Oleh

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawaban pertanyaan-

pertanyaan berikut:

I.

Bagaimana kondisi alih media dokumen pertanahan saat ini, dan potensi
dokumen tersebut dapat diintegrasikan dengan sistem Blockchain?
Bagaimana implementasi teknologi Blockchain dapat meningkatkan
keamanan dan mencegah potensi manipulasi atau pemalsuan dokumen
pertanahan elektronik?

Apa tantangan teknis dan kebijakan yang mungkin muncul dalam
mengimplementasikan  teknologi  Blockchain dalam  dokumen
pertanahan elektronik di Indonesia, dan bagaimana mengatasi tantangan
tersebut?

Bagaimana urgensi penerapan sistem Blockchain untuk penyimpanan
dan pengamanan dokumen pertanahan elektronik di Indonesia pada saat

ini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah tersaji tujuan dari penelitian

ini adalah:

a. Mengetahui alih media dari dokumen pertanahan di Indonesia, serta
mengetahui potensi integrasi dokumen pertanahan dengan sistem
Blockchain.

b. Mengetahui potensi Blockchain dalam mencegah masalah dan
meningkatkan keamanan untuk dokumen pertanahan elektronik.

c. Mengidentifikasi tantangan teknis dan kebijakan yang dapat

muncul dalam penerapan teknologi Blockchain untuk pengelolaan



dokumen pertanahan elektronik di Indonesia dan cara mengatasi

tantangan tersebut.

d. Menentukan urgensi penerapan teknologi Blockchain dalam sistem
penyimpanan dan keamanan dokumen pertanahan elektronik di
Indonesia, dengan mempertimbangkan situasi dan kebutuhan saat
ini.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Kontribusi akademis: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
memperkaya pengetahuan akademik dengan menambahkan
informasi baru tentang cara menggunakan teknologi Blockchain
dalam melindungi dokumen pertanahan -elektronik. Hasil
penelitian ini dapat memberikan dasar teoritis yang kuat bagi
peneliti lain untuk mengembangkan lebih lanjut tentang
teknologi Blockchain, keamanan data, dan administrasi
pertanahan.

2. Rekomendasi kebijakan: Menyediakan analisis mendalam
tentang penerapan Blockchain dalam administrasi pertanahan
yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan
kebijakan dan regulasi terkait. Hal ini membantu dalam
merancang kebijakan yang lebih informatif dan berbasis bukti
ilmiah.

b. Manfaat Praktis
1. Meningkatan keamanan dokumen pertanahan di Kementerian

ATR/BPN: Solusi yang diusulkan oleh penelitian ini dapat
secara praktis meningkatkan keamanan dokumen pertanahan
elektronik, mengurangi risiko manipulasi dan pemalsuan
dokumen , yang secara langsung berdampak pada efisiensi
pengelolaan dokumen pertanahan.

2. Sebagai panduan penerapan untuk pemangku jabatan terkait:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi



pemerintah, pengembang, dan stakeholder lainnya tentang
bagaimana teknologi Blockchain dapat diterapkan secara efektif
dalam digitalisasi dokumen pertanahan.

Dorongan inovasi teknologi: Dengan menunjukkan potensi dan
manfaat penerapan Blockchain, penelitian ini diharapkan dapat
mendorong Kementerian ATR/BPN dan lembaga pemerintah
lainya untuk mengadopsi dan mengembangkan inovasi teknologi
lebih lanjut, tidak hanya untuk dokumen pertanahan elektronik
tetapi juga di sektor publik lainnya, meningkatkan transparansi

dan efisiensi proses administratif.



BABV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian mengenai

prospek pemanfaatan teknologi Blockchain untuk mengoptimalkan

keamanan dokumen pertanahan elektronik maka diperoleh kesimpulan

sebagai berikut :

1.

Alih media sistem pendaftaran tanah di Indonesia ke dokumen
pertanahan elektronik telah mengalami perubahan secara bertahap dan
cepat. Integrasi antara teknologi Blockchain dengan dokumen
pertanahan elektronik memiliki potensi besar untuk meningkatkan
keamanan, transparansi, dan efisiensi dalam sistem pertanahan.
Penerapan teknologi Blockchain dapat meningkatkan keamanan data
melalui prinsip desentralisasi, enkripsi data, dan transparansi.
Blockchain memiliki potensi besar untuk meningkatkan keamanan,
efisiensi, dan kepercayaan dalam pengelolaan dokumen pertanahan
secara keseluruhan.

Terdapat beberapa tantangan teknis dan kebijakan yang perlu diatasi,
seperti efisiensi penyimpanan data dalam jumlah besar, keamanan
pengguna, konsumsi energi, serta belum adanya regulasi dan hukum
yang mengatur Blockchain di Indonesia.

Penerapan teknologi Blockchain dalam dokumen pertanahan belum
urgent, Kementerian ATR/BPN masih perlu mempersiapkan banyak
hal seperti data digital belum akurat secara keseluruhan dan paling
utama belum adanya regulasi yang jelas mengenai Blockchain agar
implementasi tetap memperhatikan kepastian hukum dari setiap
pemegang hak dan memastikan kesiapan yang matang demi
menciptakan sistem pertanahan yang lebih aman, transparan, dan

efisien.
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B. SARAN

Saran untuk penerapan teknologi Blockchain di Indonesia di masa
mendatang adalah melakukan evaluasi mendalam terhadap jenis Blockchain
yang akan digunakan, mempertimbangkan regulasi yang ada, keamanan
data, dan tujuan utama penerapan. Perlu adanya sinergi antara pemangku
kepentingan terkait, dan para ahli untuk mengembangkan framework yang
sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Selain itu, penting untuk melakukan
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat, cara kerja, dan
keamanan teknologi Blockchain agar penerapan teknologi ini dapat berjalan
lancar dan diterima secara luas.

Selain itu, langkah-langkah konkret seperti pengembangan
infrastruktur teknologi yang mendukung, adopsi protokol konsensus yang
sesuai, dan penelitian yang mendalam perlu dilakukan secara hati-hati.
Diperlukan juga kerjasama antar lembaga untuk menciptakan lingkungan
yang kondusif bagi penerapan teknologi Blockchain dalam administrasi
pertanahan. Hal ini akan membantu menciptakan sistem pertanahan yang
modern, aman, dan efisien, yang dapat meningkatkan kepercayaan

masyarakat di Indonesia.
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